BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh
peneliti, maka disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan paak rumah kos Kabupaten Sleman didasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Paak Hotel. implementas kebijakan pajak rumah kos dilaksanakan
menggunakan official assessment system. Kegiatan yang meliputi
implementasi  kebijakan pajak rumah kos adalah (1) Sosidisas
kebijakan pajak rumah kos, (2) pendataan dan pendaftaran, (3)
penetapan wajib pajak rumah kos, (4) pelayananan pembayaran bagi
wajib pajak (5) penagihan pajak yang belum terbayar.

2. Implementasi kebijakan pajak rumah kos K abupaten Sleman dijelaskan
melalui empat macam variabel yang mempengaruhi  keberhasilan
imlementasi kebijakan berikut ini:

a Komunikas
Komuikasi antara pelaksana kebijakam dengan pelaksana
kebijakan sudah terjalin baik namun hanya sebatas karena
pelimpahan wewenang. Komunikasi antara pelaksana kebijakan
dengan sasaran kebijakan sudah cukup baik walaupun belum
maksimal karena belum adanya SOP pelaksana teknis lapangan

dari Desa dan Padukuhan.
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b. Sumber Daya
Sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan
paak rumah kos Kabupaten Sleman antara lain sumber daya
manusia, sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran berasa
dari dana APBD.
c. Disposisi
Implementasi  kebijakan pajak rumah kos Kabupaten
Sleman memiliki disposisi yang positif. Dukungan implementor
kebijakan yang dilakukan dengan menekankan profesionalitas,
integritas dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dukungan juga
muncul dari Desa dan Padukuhan dengan berinisiatif menyusun
data dalam dentuk form data secara detail dan jelas.
d. Struktur Organisasi
Struktur birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Sleman cukup jelas dan baik. Terdapat
pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan
tupokss masing-masing Bidang dan Subbidang. SOP dari
implementasi pagjak rumah kos Kabupaten Sleman ialah Perda
Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pajak Hotel.
3. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos
Kabupaten Sleman yaitu kurangnya staf pegawai lapangan dari BKAD
Kabupaten Sleman, Pemda Kabupaten Sleman belum memprioritaskan

program-program implementasi pajak rumah kos, masyarakat yang
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belum memahami dengan benar dan detail tentang kebijakan pajak
rumah kos.
B. Implikas
Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman dalam
pelaksanaannya bisa dibilang cukup secara umum. Umum disini berarti
sudah melaksanakan dan memiliki 4 variabel implementasi namun belum
optimal. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi sudah
dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman tapi masih setengah-setengah
dalam pelaksanaannya. Walaupun sudah hampir 7 tahun perjalanan, jika 4
variabel tidak dioptimalkan maka berimplikas pada ketersinambungan
kebijakan pajak rumah kos di masa yang akan datang serta pajak rumah
kos sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Sleman.
C. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diambil diatas, maka

saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman harus mengevaluas kembali dan atau
mendetallkan serta memperjelas peraturan pajak rumah kos agar

pel aksanaan peraturan pajak rumah kos tidak lagi mengalami kendala.

2. Masyarakat diharapkan memahami lebih detail dan jauh tentang pajak
rumah kos sehingga dapat menyikapi dengan bijak peraturan yang
sudah berlaku. Masyarakat harus lebih aktif dalam menyuarakan

aspiras ataupun permasalahan berkenaan paak rumah kos.



94

Masyarakat dapat langsung menyuarakan kepada pemerintah atau ke
organisas kemasyarakatan / LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
jika merasa belum setuju dengan peraturan pajak rumah kos yang

dirasa belum sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pajak rumah
kos Kabupaten Sleman dan menjelaskan mengenai faktor penghambat
kebijakan. Bagi pendliti lain disarankan untuk meneliti |ebih mendalam
mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos menurut sistemnya
yaitu official assessment system, atau mengenai evaluasi kebijakan kebijakan

pajak rumah kaos, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.
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Pedoman wawancara untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah

Variabd Indikator

Pertanyaan

Implementasi | Komunikasi
kebijakan

Apakah ada program atau kegiatan terkait
dengan komunikasi pajak rumah kos?
Program komunikas apa sgja yang sudah
atau sedang dilaksanakan?

Bagaimana dengan actor-aktor pelaksana
program tersebut?

Apakah ada aktor eksternal dalam
sosiadlisasi terkait pajak rumah kos?
Apakah ada kendala terkait pelaksanaan
program tersebut?

Bagamana upaya mengatas kendala
tersebut

Sumber daya

Berapa total pegawa yang bekerja di
dalam instansi?

Apakah ada pegawai khusus yang bekerja
pada bidang pajak rumah kos?

Bagamana dengan anggaran Yyang
digunakan dalam pelaksanaan program
atau kebijakan?

Apakah anggaran tersebut sudah dapat
mencukupi pelaksanaan program atau
kebijakan?

Apakah ada kendala dalan sumber daya
yang dimiliki tersebut?

Bagaimana upaya mengatas kendala
tersebut?

Disposisi

Bagaimana disposisi implementor
kebijakan pada tingkat kepala bidang atau
divisi?

Bagamana disposis paegawal atau staf
lini depan dalam pelaksanaan program
atau kebijakan?

Apakah ada kendala dalam pembentukan
disposisi paraimplementor?

Strukutur
Birokrasi

Bagaimana struktur birokrasi instansi?
Apakah ada struktur birokrasi terkait
dengan pajak rumah kos?

Apakah ada kendala dengan struktur
birokrasi yang sudah digunakan?
Bagaimana upaya mengatass kendaa
tersebut?
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Pedoman wawancara untuk Kantor Desa

Variabd Indikator

Pertanyaan

Implementasi | Komunikasi
kebijakan

Apakah ada program atau kegiatan terkait
dengan komunikasi pajak rumah kos?
Program komunikasi apa sgja yang sudah
atau sedang dilaksanakan?

Bagaimana dengan aktor-aktor pelaksana
program tersebut?

Apakah ada aktor eksternal dalam
sosiadlisasi terkait pajak rumah kos?
Apakah ada kendala terkait pelaksanaan
program tersebut?

Bagamana upaya mengatas kendala
tersebut?

Sumber daya | - Apakah ada pegawa khusus yang bekerja
pada bidang pajak rumah kos?

- Bagamana dengan anggaran yang
digunakan dalam pelaksanaan program
atau kebijakan?

- Apakah anggaran tersebut sudah dapat
mencukupi pelaksanaan program atau
kebijakan?

- Apakah ada kendala dalam sumber daya
yang dimiliki tersebut?

- Bagamana upaya mengatas kendala
tersebut?

Disposisi - Bagamanadisposisi pegawai atau staf lini
depan dalam pelaksanaan program atau
kebijakan?

- Apakah ada kendala dalam pembentukan
disposisi paraimplementor?

Strukutur - Apakah ada struktur birokrasi terkait

Birokras dengan pajak rumah kos?

Apakah ada kendala dengan struktur
birokras yang sudah digunakan?
Bagamana upaya mengatas kendala
tersebut?
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Pedoman wawancara untuk warga terkena pajak

Variabel

Indikator

Pertanyaan

Implementasi
kebijakan

Komunikasi

Apakah anda mengetahui kebijakan pajak
rumah kos?

Apakah ada komunikasi yang dilakukan
pemerintah terkait pajak rumah kos?

Apa saran masyarakat terkait komunikasi
pemerintah terkait pajak rumah kos?

Sumber daya

Bagaimana dengan sumber daya pegawai
lapangan yang datang ke masyarakat?
Apakah ada saran terkait pegawai
pemerintah yang datang ke masyarakat?

Disposisi

Seperti apa sikap para pelaksana yang
datang ke masyarakat?

Apakah ada dampak negatif terkait sikap
para pel aksana?

Strukutur
Birokrasi

Apakah anda mengetahui mengenai alur
pengurusan pajak rumah kos?

Apakah hal tersebut menyulitkan anda
dalam mengurus pajak rumah kos?
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B2 Tabun. 2004 hadany Perneelshan

(3e | R
2. g Al 1
Daerah (Lembaren Megara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran MNegara Ropublk Indoncsia Momor
4437) senagaimana telsh dubah teraknr cengan Undzng-Undang
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Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2011

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Repubiik Indonesia Tahun 2008 MNomor 39,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4844 );
Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2009 Momor 130, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 5045

Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1850 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomer 12, 13, 14 dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di  Jawa
Timur Tengah/Baral dan Daerah istimewa Yogyakarta (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Momor 1 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawal MNegeri Sipll Pemerintah Kabupaien Sleman
{Lembaran Daerah Kabwpaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadl Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2008 Momor 3 Serf EY;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Menetapkan

dan
BUFATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i Daerah adalah Kabupaten Slaman.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati ialah Bupati Sleman.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretanal Daerah, Sekretarat DPRD, Dinas
Daerah. Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

Pejabat yang ditunjuk, yvang selanjulnya disebut pejabal, adalah pegawai yang diberi
tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

Pajak hotel, yang sefanjutnya disebut pajak, sdalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyecdia jasa penginapanfperistirahatan lermasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug
pariwizata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejeniznya, serta
rumah kos dengan jumilah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yvang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yvang fidek melakukan usaha yang melipuli persercan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun; persekufuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atav organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektilf dan bentuk usaha tetap.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. yang selanjulnya disingkat SI;-"TPD, adalah surat

_yang oleh wajib pajak digunskan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

pajak. objek pajak dan/mtau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai
peraturan pﬁluidang-undangan perpajakan daerah.

10. Sural Setoran Pajak Dasrah. yang selanjulnya disingkal SSPD. adalah bukti

11.

12,

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas dasrah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjuinya disingkat SKPDKEB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjuinya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumiah pajak
yvang telah ditetapkan.
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(3)

Jumiah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnuf
a angka 3 dikenakan sanksi administrafif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dan pajak vang kurang atau tedambat dibayar untuk jangka
wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai faia cara pengisian, penerbitan, penyampaian SPTPD,
SKPDKE, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

i

)

{(n

(2

Bagian Ketiga
STPD

Pasal 15

Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak.dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagal akibat salah
tulis dan/atau salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ajrat {1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak zaat terutangnya pajak.

BaAB VIl
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 20 {dua puluh) han setelah berakhimya masa pajak.

SKPDKB, SKPDEKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan,
dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka wakiu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
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{3)

SPTPD wajib disampaikan kepada Bupali dalam jangka wakiu 20 ( dua puluh) han

setelah berakhimya masa pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan membayar sendii dengan berdasarkan
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(1)

{2}

(3

(4)

Paszal 13

Dalam jangks waktu 5 {ima} ahun sesudah saat terutangnys pajak, Bupat! atau pejabat
dapat menerbitkan:
a. SKPDKE dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemenksaan atay keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atzu kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak dizampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 {dua puluh)
hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayal (3) dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya ssbagaimanz ditentukan dalam surat
teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b.  SKPDKBT jika ditemukan dala baru danfatau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumilah pajak vang terutang.

¢. SKPDN jika jumizh pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf 3 angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak vang kurang atau terdambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% {seratus

persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak

melaporkan sendir sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
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Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
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DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

hotel,
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13.

14.

14.

16.

17.

18,

19,

20

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebth Bayar, yang selanjuinya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumiah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. yang selanjuinya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak fidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Fajak Daerah;, yvang sslanjutnya disingkat STPD, adalah surat uniuk
melakukan tagihan pajak danfatau sanksi administralif berupa bunga dan/atau denda.
Sural keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam pencerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapal dalam  surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar, sural ketetspan pajak daerah kurang bayar
tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih hayar,
surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, ateu surat keputusan
keberatan.

Surat keputusan keberatan adalah sural kepulusan atas keberatan terhadap surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar, sural ketetapan pajak daerah kurang bayar
tambahan, surat ketelapan pajak daersh nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar,
ataw surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat
keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Pembukuan adalah =suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur uniuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang melipufi harta, kewsajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumiah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
?ang dilutup denoan menyLsun iaporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode tahun pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, danfatau bukti yang dilaksapakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suaty standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewsajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku.

BaB 1l
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAIIB PAJAK
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Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persefujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan.

Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang
terutang diberikan SSPD.

Katﬂnl;.m'n lebib © lanjul mengensi tala. cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 17

Pajak yang termutang berdasarkan SKPDEEB. SKPDKBT, STPD. surat keputusan
pembetulan, sural kepulusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berakil.

BAB Wil
KEBERATAN DAM BANDING

Pasal 18

Waijib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu:
a. SKPDKB;

b. SKPDKET;

c. SKPDLB;

d. SKFPDN: dan

e. BTPD.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (liga) bulan sejak tanggal
surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui wajib pajak.
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Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penermaan
surat keberatan.

Pasal 19

Bupsti alau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
sural keberatan diterima, harus member kepulusan atas kebaratan yang diajukan.

Keputusan Bupali atau pejabat atas Keberatan dapat berupa menenma seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupali atau
pejabat tidak memben suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 20

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan
scjak keputusan diterima, dilampiri salinan dan surat keputusan kebreratan tersebut.

Pengajuan permchonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 21

Jika pengajuan keberatan atau pemmohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% {dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai
sanksi adminisirafif benupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak



111

Seri © Momor 1 Lembaran Daersh Kabupaten Sleman. Tahun 2011

(4)

(=)

{1

(2}

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratil berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai
sanksi adminisiratif berupa dends sebesar 100% (seratus persen) dari jumlzh pajak

berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB Ix
PENGURANGAMN. KERINGANARN, DAN PEMEEBASAN

Pasal 22

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan, dan pembebasan pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cars pemberian pengurangan, keringanan. dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAFPAN, DAN PENGHAPUSAN

(1}

2

ATAU PENGURANGAN SANKS| ADMINISTRATIF

Pazal 23

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pajabat dapat
membetulkan SKPDEB, SKPDKBT alau STPD, SKPDN atau SKPDLB wang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis danfatau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Bupati atau pejabat dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau

bukan karena kesalahannya;
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b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemenksaan atau ketetapan pajak vang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yvang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak temutang berdasarkan perfimbangan kemampuan
membayar wajib pajsk atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau h&nghapusan sanksi
administratii dan pengurangan atau pembatalan keletapan pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI
FPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan =ejak diterimanya
permochonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
{satu} bulan.

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan alas

keteriambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengembalian kelebihan pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BAB XII
KEDALUWARSA PEMAGIHAN

Pazal 25

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui wakiu
3 (ima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan findak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dar waijib pajak. baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat
tequran dandatau surat paksa.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai ulang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak [Angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahul dan pengajuan permohonan angsuran atsu penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 26

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagl karena hak untuk melakukan penaginan
sudah kedaluwarsa dapat dinapuskan.

Bupati menctapkan keputusan penghapusan piutang pajak vang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ketentuan lebih [anjul mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIN
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
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Pasal 27

(1) Waijib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS
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Pasal 30

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau dibeniahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya uniulk menjalanikan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Larangan sebagsimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk olehr Bupafi untuk membaniu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan; dan

b. pejabat dan/atau tenaga shli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah vang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan. Daerah, Bupati berwenang member izin tertulis kepada pejabat
sehagaimana dimaksud pada ayst (1) dan tenaga ahli =ebagaimana dimaksud pada
ayat (2), apar membenkan kelerangan, memperiihatkan bukli tertulis dar atau tentang
wajib pajak kepada pihak yang ditunjulk.

Uniuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas
permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati
dapat memberi izin tertuiis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tenaps ahli sebsgaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperiihatkan bukti teriulis dan kelerangan wajib pajak yang ada padanya.

Permintsan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama itergugal, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkulan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Pejabat pegawai negeri =ipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara

pidana.
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(2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneiiti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi 1ebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencar, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilskukan sehubungan dengan findak
pidana perpaiakan daesah;

€. meminta keterangan dan' bahan bukli dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan findak pidana di
bidang perpajakan daerah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukfi p:r'nl::lj_:uan, pencatatan
dan dokumen lain, serta melakukan pm:ﬂtaan terhadap bahan bukti tersebut:

f. meminta bantuan temaga ahli dalam rangka palaksanaan tugas penyidikan findak
pidana di bidang perpajakan daerah;

a. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseocrang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda dan/atau dokumnen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf &;

h. memoiret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperikza sebagai tersangka
atau salksl;

j. menghentikan penyidikan, dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancaran penyidikan findak pidana di
hidang perpajakan daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berdaku.

(2} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik
Pejabat Pofisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib pajak vang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yvang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
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(2

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 {dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Waijib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jJumiah pajak terutang yang tidak
alau kurang dibayar.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 5 ({lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berskhimya masa pajak atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirmya tahun pajak yang bersangkutan.

(1)

{2

f3)

(4)

Pasal 34

Pejabat atau tenaga ahli vang ditumjuk oleh Bupafi yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban memhasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dan ayat (2} dipidana demgan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Pejabat atau tenmaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yano dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya alau seseorang yvang menyebabkan fidak dipenuhinya
kewsjiban pejabat sebagaimana dimaksud da[ﬁm Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara palfing lama 2 (dua) tehun dan pidana denda paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penuntutan terhadap findak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesual dengan
sifatnya adalah menyangkut kepenfingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib
pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Paszal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penenmaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
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FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUNM 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL

L UMUM

Sesuai dengan prinsip otonomi  daersh, dalam  pemberian  kewenangan
penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan kepada dacrah harus disertal dengan
sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daersh, pajak daerah
merupakan salah salu sumber pendapatan daerah yvang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Undang-
Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah
berdasarkan prinzsip demckrasl, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan poiensi dasrah

Dengan berlakunya Undang-Undang NMomor 28 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka semusa Peratwran Daerah yang mengatur pajak daerah harus
menyvesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel ini
akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak hotel guna
meningkatkan penerimaan daerah.

Pajak hotel mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah,
meningkatkan pendapsatan dasrah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Selain ilu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran
masyarakat dalam memenuni kewajiban perpalakan.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak Hotel.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal T
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9.
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Huruf ¢

Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak
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atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Byat (3)
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huuf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang berazal dari hasil pemeriksaan sehingga
pajak yang terutang berambah, maks terhadap wajib pajak dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikanm 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya
sebelum diadakan indakan pemeriksaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayal (5)
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf & angka 3, yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD
yang =eharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratf berupa kenaikan
pajak sebesar 25% (dua puluh ima persen) dar pokok pajak ¥ang terutang. Dalam
kasus ini, Bupali atau pejabat menetapkan pajak vang terutang secara jabatan
melalui penerbifan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi
administratif beripa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang ataw terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya
pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKBE.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
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